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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karir pegawai, dan peningkatan kinerja organisasi serta
untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi di bidang penyuluhan
hukum, perlu diberikan kesempatan bagi pegawai
untuk melakukan penyesuaian jabatan ke dalam
jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka
kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan
pedoman pelaksanaan penyesuaian ke dalam jabatan
fungsional penyuluh hukum, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke Dalam
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka
Kreditnya;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 740);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 284);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum melalui penyesuaian.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum dan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 memuat:

a. pendahuluan;

b. syarat dan tata cara penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluhan Hukum;

c. pemantauan dan evaluasi; dan

d. penutup.

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui penyesuaian ke dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya yang telah ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id



2015, No.530 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA
KREDITNYA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan

penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan

dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta

budaya hukum. Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan

kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas

penyuluhan hukum, dipandang perlu menetapkan Jabatan

Fungsional Penyuluh Hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan karir Pegawai Negeri

Sipil yang professional sesuai dengan kompetensinya perlu di beri

kesempatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memilih jalur jabatan

Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan tingkat keahliannya

melalui mekanisme penyesuaian (inpassing). Untuk menjamin

kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyesuaian

(inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum,

diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian

(inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum dengan

Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Hukum, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat
yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian (inpassing) ke
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